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Abstract: Schools are one place to educate national life. Schools also form the basis of the 
government in carrying out its obligations to fulfill the right to education of Indonesian citizens. 
In addition to the right to education which is a constitutional mandate, schools are also part of 
the fulfillment of human rights. The National Education Law (Law No 20/2003) article 4 
paragraph 1 states that education is carried out democratically and fairly and is not 
discriminatory by upholding human rights, religious values, cultural values, and national 
pluralism. Education-based on human rights means that the learning process is carried out in a 
way where teachers and students must be protected with mutual respect for human rights. In the 
teachings of Taman Siswa are taught the main principles, namely nature, independence, culture, 
nationality, and humanity. So, carrying the paradigm of human rights in teaching and learning in 
schools is not something strange because the foundation has been firmly established by Ki 
Hadjar Dewantara. Teachers have the right innovations to develop human rights values in 
schools. 
 
Keywords: School, human rights 
 
PENDAHULUAN 
Latar belakang penulisan artikel ini 
adalah adanya persoalan yang terjadi disekolah 
yang menyangkut masalah HAM dari jenjang 
pendidikan anak usia dini hingga sekolah 
menengah atas yang masih banyak diwarnai 
beragam bentuk pelanggaran hak asasi 
manusia. Bentuk pelanggaran HAM yang 
terjadi di sekolah antara lain tindakan 
diskriminatif, tindakan kekerasan baik fisik 
maupun psikis, pengabaian hak-hak anak 
penyandang disabilitas, pengabaian terhadap 
kesetaraan gender, penyemaian nilai-nilai 
radikalisme dan lain-lain.  
Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) menemukan kasus pelanggaran hak 
anak yang terjadi selama Januari-April 2019 
paling banyak terjadi di jenjang sekolah dasar 
(SD). Ketua KPAI Susanto memaparkan 
temuan berasal dari laporan yang diterima 
KPAI lewat divisi pengaduan, hasil 
pengawasan, serta kasus-kasus yang 
informasinya menyebar di media sosial dan 
pemberitaan dimedia massa. Susanto mencatat 
KPAI menemukan 25 kasus pelanggaran hak 
anak di tingkat SD, 5 kasus di tingkat SMP, 6 
kasus di tingkat SMA, dan 1 kasus di 
Perguruan Tinggi. Menurut Susanto, kasus 
kekerasan dan perundungan juga lebih banyak 
ditemukan di sekolah dasar daripada jenjang 
pendidikan lainnya (sumber 
https://tirto.id/kpai-temukan-kasus-
pelanggaran-hak-anak-pada-2019-terbanyak-di-
sd-dnwX). 
Salah satu upaya yang ditawarkan oleh 
lembaga pemerintah dalam hal ini Komnas 
HAM untuk memutus, menghilangkan dan 
menghapus mata rantai pelanggaran HAM di 
sekolah ialah konsep Sekolah Ramah HAM 
atau disingkat SRH. Jadi, Sekolah Ramah 
HAM adalah sebuah sekolah yang 
mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai 
prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan 
pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip 
Hak Asasi Manusia menjadi pusat atau ruh dari 
proses pembelajaran dan pengalaman serta 
hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah 
tersebut. Dalam Sekolah Ramah HAM, 
pendidikan HAM bukan hanya sebagai materi 
pelajaran tetapi juga sebagai sebuah metod atau 
pendekatan dalam kehidupan sekolah yang 
menerapkan nilai atau prinsip HAM itu 
sendiri. Pendekatan tersebut dinamakan Rights 
Based Approach. Melalui pendekatan tersebut, 
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seluruh unsur dalam lingkungan sekolah akan 
melihat tidak hanya apa yang 
dibicarakan/diajarkan tetapi juga bagaimana 
mengajarkan dengan membangun budaya 
HAM di dalam komunitas sekolah itu sendiri 
melalui pembelajaran), praktik, penghargaan, 
perlindungan, dan pemajuan.  
Berdasarkan hal tersebut, penulis 
tertarik untuk mengulas tentang Sekolah 
Ramah HAM yang digagas oleh Komnas HAM 
dan UNESCO dengan harapan Sekolah Ramah 
HAM dapat memberikan manfaat yang positif 
khusus bagi anak didik, guru, kepala sekolah, 
orang tua serta masyarakat dan stakeholer 
pendidikan pada umumnya.  
PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA 
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  diartikan 
sebagai  anugerah  dari  Tuhan terhadap 
makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan 
atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi 
pribadi individu atau manusia. John Locke 
(1994:3) menyatakan bahwa hak asasi manusia 
adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh 
Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang 
kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan 
apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak 
ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) 
bagi hidup dan kehidupan manusia dan 
merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas 
dari dan dalam kehidupan manusia.  
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 
disebutkan bahwa : “Hak Asasi Manusia 
(HAM) adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang 
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia.  
Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri 
khusus atau karakteristik jika dibandingkan 
dengan hak-hak yang lain. Karakteristik hak 
asasi manusia adalah sebagai berikut : 
a) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi 
manusia tidak dapat dihilangkan atau 
diserahkan. 
b) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang 
berhak mendapatkan semua hak, apakah 
hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan 
budaya. 
c) Hakiki, artinya hak asasi manusia 
adalah hak asasi semua umat manusia 
yang sudah ada sejak lahir.  
d) Universal, artinya hak asasi manusia 
berlaku untuk semua orang tanpa 
memandang   status,   suku   bangsa,   
gender,   atau   perbedaan   lainnya. 
Persamaan adalah salah satu ide-ide hak 
asasi manusia yang mendasar. 
 Hak Asasi Manusia (HAM)  memiliki 
nilai-nilai yang universal. Nilai universal 
artinya tidak terbatas ruang dan waktu. Nilai 
universal inilah yang kemudian menjadi dasar 
berbagai produk hukum nasional oleh berbagai 
negara didunia demi dapat  melindungi dan 
menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. 
 Ber dasarkan ura ian d iat as,  maka  
dapat  d is impu lkan bahwa h ak dalam 
hak asasi manusia memiliki keduduka atau 
derajat yang utama dan pertama dalam hidup 
bermasyarakat karena keberadaan hak asasi 
pada hakikatnya telah dimiliki dan melekat 
pada diri setiap  manusia sejak dilahirkan 
sehingga pada saat itu pula muncul kewajiban 
manusia lainnya untuk menghormati. 
 
MACAM-MACAM HAK ASASI 
MANUSIA (HAM)  
Berikut ini pembagian bidang, jenis dan 
macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM) di 
dunia: 
a. Hak asasi pribadi/Personal Right, 
meliputi: 1) Hak kebebasan untuk 
bergerak, berpergian. dan berpindah-
pindah tempat, 2) Hak kebebasan 
mengeluarkan atau menyatakan pendapat, 
3) Hak kebebasan memilih dan aktif di 
organisasi atau  perkumpulan, 4)  hak 
kebebasan memilih, memeluk, dan 
menjalankan agama dan kepercayaan 
yang diyakini masing-masing.   
b. Hak asasi politik/Political Right, 
meliputi: 1) Hak untuk memilih dan 
dipilih dalam suatu pemililihan, 2) Hak 
ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, 
3) Hak membuat dan mendirikan 
parpol/partai politik dan organisasi 
politik lainnya, 4) Hak untuk membuat 
dan mengajukan suatu usulan petisi. 
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c. Hak asasi hukum/Legal Equality Right, 
meliputi: 1) Hak untuk mendapatkan 
perlakuan yang sama dalam hukum dan 
pemerintahan, 2) Hak untuk menjadi 
pegawai negeri sipil/PNS, 3) Hak 
mendapat layanan dan perlindungan 
hukum. 
d. Hak asasi Ekonomi/Property Rigths, 
meliputi: 1) Hak kebebasan melalakukan 
kegiatan jual beli, 2) Hak kebebasan 
mengadakan perjanjian kontrak, 3) Hak 
kebebasan menyelenggarakan sewa-
menyewa, hutang-piutang, dll, 4) Hak 
kebebasan untuk memiliki sesuatu, 5) 
Hak memiliki dan mendapatkan 
pekerjaan yang layak.  
e. Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights, 
meliputi: 1) Hak mendapat pembelaan 
hukum di pengadilan, 2)Hak persamaan 
atas perlakuan   penggeledahan, 
penangkapan, penahanan dan 
penyelidikan di mata hukum. 
f. Hak asasi sosial budaya/Social Culture 
Right, meliputi:1)Hak menentukan, 
memilih dan mendapatkan pendidikan, 
2)Hak mendapatkan pengajaran, 3)Hak 
untuk mengembangkan budaya yang 
sesuai dengan bakat dan minat. 
 
Pengakuan HAM di Indonesia 
sebenarnya telah tercermin dalam Konstitusi 
Indonesia yakni pembukaan UUD 1945 
dengan pernyataan “bahwa sesungguhnya 
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” 
dan tujuan pembangunan nasional Indonesia 
“mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 
kesejahteraan umum, melindungi segenap 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia” yang memiliki arti persamaan hak 
setiap individu Bangsa Indonesia. Selain itu, 
pernyataan HAM juga tersirat dan tersurat 
dalam bunyi kelima sila nilai-nilai dasar 
Pancasila yang juga tercantum dalam 
Pembukaan UUD 1945 alinea 
keempat. Sementara, pasal-pasal dalam UUD 
1945 membahas secara terperinci satu persatu 
hak asasi manusia dan aturannya. Hak asasi 
manusia tersebut diatur dalam pasal 27 sampai 
dengan pasal 34 UUD 1945.  
Di Indonesia, Undang-undang yang 
mengatur tentang HAM ialah UU No 39 
Tahun 1999. Hak asasi yang terangkum dalam 
Undang-undang tersebut ialah hak untuk 
hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan 
keturunan, hak mengembangkan diri, hak 
memperoleh keadilan, hak atas kebebasan 
pribadi, hak atas rasa aman, hak atas 
kesejahteraan, hak turut serta dalam 
pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. 
Untuk melindungi dan menegakkan HAM di 
Indonesia, dibentuk suatu lembaga hukum 
yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia, atau biasa disebut dengan Komnas 
HAM. Dikutip dari situs resmi Komnas HAM 
Republik Indonesia, Komnas HAM merupakan 
lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat 
dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi 
melaksanakan pengkajian, penelitian, 
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak 
asasi manusia.  
 
KONSEP SEKOLAH RAMAH HAM  
Pentingnya pendidikan selain untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa, juga untuk 
memajukan HAM di Indonesia, pendidikan 
juga berperan penting untuk memajukan 
pengetahuan, harkat dan martabat bangsa 
Indonesia. Pendidikan merupakan suatu hak 
yang diberikan berdasarkan konstitusi sehingga 
pendidikan juga menjadi suatu kewajiban yang 
diberikan oleh negara kepada masyarakat. Di 
Indonesia, hak pendidikan diakui dan dijamin 
dalam UUD 1945. Sasaran pendidikan secara 
konkret adalah  mencerdasarkan kehidupan 
bangsa sebagaimana tertuang dalam 
pembukaan UUD 1945. 
Ki Hajar Dewantara dalam Zuriah 
(2011:122)   mengemukakan bahwa 
“pendidikan sebagai daya upaya untuk 
memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani 
anak, agar dapat memajukan kesempurnaan 
hidup yaitu hidup dan mengendalikan anak 
yang selaras dengan alam dan masyarakatnya”. 
Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan 
pendapatnya mengenai esensi dari sebuah 
pendidikan yang menyatakan bahawa tujuan 
pendidikan yaitu mengajarkan berbagai ilmu 
kepada anak didik dengan harapan agar anak 
dapat menjadi pribadi yang baik dan sempurna 
hidupnya dan selaras dengan masyarakat 
beserta alamnya.  
Sekolah merupakan tempat 
berkumpulnya pelajar yang bertujuan untuk 
menuntut ilmu dan bersosialisasi. Di 
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lingkungan sekolah siswa diberi fasilitas-
fasilitas dan hak-hak tertentu seperti keamanan 
dan kenyamanan dalam proses belajar 
mengajar, namun dalam kenyataannya banyak 
terjadi fenomena-fenomena yang melenceng 
yang kerap terjadi dalam lingkungan sekolah 
seperti maraknya kasus-kasus bullying yang 
semakin hari makin marak dan 
memprihatinkan. 
Berdasarkan salah satu alasan itulah, 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM) dan Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu 
Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) 
bersama-sama menyerukan adanya sekolah 
ramah HAM. SRH (Human Rights Friendly 
School) adalah sebuah sekolah yang 
mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai 
prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan 
pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip 
HAM menjadi pusat atau ruh dari proses 
pembelajaran dan pengalaman serta hadir di 
semua sendi-sendi kehidupan sekolah 
tersebut,"(https://www.komnasham.go.id/index
.php/news/2017/5/5/322/sekolah-ramah-
ham.html). Sekolah Ramah HAM  adalah satu 
model penyebarluasan nilai-nilai HAM dalam 
dunia pendidikan dengan menggunakan 
pendekatan pilot project dengan menempatkan 
sekolah sebagai satuan terkecil pelaksanaan 
pendidikan di Indonesia sebagai role model 
yang menerapkan nilai-nilai HAM dalam 
seluruh sendi kehidupan sekolah. 
Dalam Sekolah Ramah HAM, pendidikan 
HAM (human rights education/HRE) bukan 
hanya sebagai materi pelajaran tetapi juga 
sebagai sebuah pendekatan dalam kehidupan 
sekolah yang menerapkan nilai atau prinsip 
HAM itu sendiri.  Pendekatan itu disebut 
Rights Based Approach. Melalui pendekatan 
tersebut, seluruh unsur dalam lingkungan 
sekolah akan melihat tidak hanya apa yang 
dibicarakan dan diajarkan tetapi juga 
bagaimana mengajarkan dengan membangun 
budaya HAM di dalam sekolah itu sendiri 
melalui pembelajaran (learned), praktik 
(practiced), penghargaan (respected), 
perlindungan (protected) dan pemajuan 
(promoted). 
Untuk itu, Teaching Respect For All 
(TRA) perlu disosialisasikan kepada siswa dan 
guru. Teaching Respect For All (TRA) 
merupakan panduan menuju sekolah berbasis 
nondiskriminasi, yang di dalamnya memuat 
pendidikan HAM, pendidikan multikultur, 
pendidikan antirasis, pendidikan berpikir kritis, 
teori ras kritis, dan pendidikan 
kewarganegaraan. Salah satu fungsi dari TRA 
adalah menjawab tantangan dunia pendidikan, 
dan memahami nilai HAM. Selanjutnya, siswa 
diharapkan terbiasa bertanggung jawab tehadap 
permasalahan, saling menghormati, memiliki 
kemampuan di bidang entertainment, dan 
mampu bernegosiasi jika menemui kendala 
agar segera menemukan solusi. Guru dan siswa 
merupakan elemen terpenting dari eksistensi 
sekolah ramah HAM. Pihak sekolah dalam hal 
ini berperan dalam membuat sistem 
pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 
tidak membebani. 
Seruan sekolah ramah HAM ini 
diamanatkan dalam UU No 40/2008 tentang 
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 
Selain itu, juga diamanatkan dalam UU 
No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, 
cakupannya sangat luas.  
 
SIMPULAN DAN SARAN  
Upaya penegakkan HAM oleh pihak 
sekolah dilakukan dengan cara sekolah 
memberikan pemahaman tentang HAM dan 
fungsinya, serta mengajarkan    pendidikan    
moral    dalam    menumbuhkan kesadaran 
HAM.  
Dengan demikian Sekolah Ramah HAM 
membutuhkan dukungan dan kerja sama yang 
baik antara anak didik, guru, kepala sekolah, 
orang tua, masyarakat, stakeholder pendidikan, 
dan pemerintah sehingga diharapkan adanya 
Sekolah Ramah HAM  akan memberikan 
manfaat yang positif bagi kemajuan pendidikan 
di Indonesia.  
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